PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMEBAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan
Pengelolaan Keuangan Desa diatur oleh Bupati dalam

bentuk Peraturan Bupati;

. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor

13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa perlu disempurnakan untuk memperkuat
pelaksanaan pengelolaan Keuangan di Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sambas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Desa (Berita Negara Republik Indosesia Tahun 2016 Nomor
478);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2009 Nomor 1);

9.Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2015 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga berbuny: sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

(2} Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

(3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan

ketentuan :
a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa dipunakan untuk mendanai penyelenggaraan

Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa digunakan untuk :
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat
Desa;
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Operasional Pemerintah Desa;

Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
Insentif rukun tetangga, rukun warga dan Kepala Adat.

Tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa,

¢. Operasional Pemerintah Desa sebagaimana pada ayat (3) huruf b
angka 2 adalah belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk

kegiatan rutin perkantoran seperti ;

a. Belanja Barang dan Jasa :

1;
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan perangko, material dan benda pos lainnya;
Penvediaan jasa Surat Menyurat;

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

Penyvediaan barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan makanan dan minuman;

Penvediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; dan



8, Penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan operasioanal
perkantoran.
b. Belanja Modal :
1. Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dl;
2. Pengadaan Meja dan Kursi;
3. Pengadaan Mesin Tik;
4. Pengadaan Infokus;
5. Pengadaan Kendaraan Pemerintahan Desa;
6. Pengadaan Alat Studio;
7. Pengadaan Genset,
8. Pengadaan Lemari Arsip, Filling Cabinet, Brankas, dll;
9. Pengadaan Pendingin Ruangan;
10. Pengadaan lainnya sesuai dengan kebutuhan operasional
perkantoran,

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

12

Pasal 16

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b, terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tidak Terduga.
Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
RKPDesa, antara lain :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

2. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa;

3. Pendataan potensi desa, tenaga kerja, penduduk, pertanian dan

bidang soial dan kemasyvarakatan lainnya;

4, Penyusunan Profil Desa;

5. Penvelenggaraan Musyawarah Desa;

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;



10.

11,
12,

Operasional Perkantoran, BPD dan Operasional RT/RW;
Pengelolaan Informasi Desa;

Penyelenggaraan Ewvaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
Desa;

Pengadaan Tanah/ Aset Desa untuk kepentingan Pemerintah
Diesa;

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; dan

Kegiatan lainnya sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Desa.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1.

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan desa, antara lain :

a. Tambatan Perahu;

Jalan Pemukiman;

Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
Pembangkit listrik tenaga mikrohodro;

Pengadaan Tanah/ Aset Desa untuk kepentingan Pemerintah

T P o

Desa untuk kepentingan umum;

=5

Lingkungan pemukiman masyarakat Desa

g. Infrastruktur desa lainnya sesuai dengan dengan Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa.

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa, antara lain :

a. Air bersih berskala Desa;

b. Sanitasi Lingkungan;

c. Pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu; dan

d. Sarana dan prasana kesehatan lainnya sesuai dengan dengan

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa,

. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pendidikan lainnya sesuai kondisi desa, antara lain :
a. Taman Bacaan Masyarakat;

b. Pendidikan Anak Usia Dini;

c. Balai Pelatihan/ Kegiatan Belajar Masyarakat;

d. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni:



4.

e. Sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai
dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Desa.

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

antara lain :

a. Pasar Desa;

Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa;

Penguatan permodalan BUM Desa;
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. Lumbung Desa;
Pembukaan Lahan Pertanian;
Pengelolaan Usaha Hutan Desa

Cold Storage (gudang pendinginan)
. Kegiatan ekonomi lainnya sesual dengan Kewenangan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Desa.

Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain :

a. Penghijauan;

b. Pembuatan Terasering;

c. Perlindungan Mata Air;

d. Pembersihan daerah aliran sungai; dan

e. Kegiatan lainnya sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Desa.

c. Pembinaan Kemasyarakatan

1.
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Pembinaan / Fasilitasi kegiatan di  bidang Lembaga
Kemasyvarakatan;

Penyelenggaraan/ Fasilitasi ketentraman dan ketertiban;
Pembinaan/ Fasilitasi kegiatan kerukunan Umat Beragama;
Pembinaan/ Fasilitasi kegiatan di bidang keagamaan;

Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong;

Pembinaan/ Fasilitasi kegiatan di bidang olahraga, budaya dan
kesenian masyarakat;

Pembinaan/ Fasilitasi kegiatan lainya sesuai dengan Kewenangan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa; dan

Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan dan/ atau Kemasyarakatan.



9.

Kegiatan lainnya sesuai dengan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Desa.

d. Pemberdayaan Mayarakat Desa

1.
2.
3.

Pelatihan Usaha Ekonomi, pertanian dan perdagangan;

Pelatihan teknologi tepat guna

Pendidikan, pelatihan, studi banding dan penyuluhan bagi Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
Peningkatan kapasitas bagi kelompok masyarakat; dan

Pelatthan/ Peningkatan kapasitas lainnya sesuai dengan
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa; dan
c. Belanja Modal.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran:
a. Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa;
b. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; dan
c. Tumjangan BPD.
d. Tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan masuk dalam

perhitungan 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja

Desa.

(3) Besaran belanja Pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Keputusan Bupati.
(4) Kades, Pj.Kades dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS tidak

menerima siltap dan tunjangan akhir pengabdian,



4, Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga bunyi sebagai berikut :

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)

(2

huruf b, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yvang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang mudah
pecah, rusak dan bukan merupakan objek pemeliharaan,

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:

a. Belanja Alat Tulis Kantor;

Belanja Benda Pos;

Belanja Bahan/material;

Belanja Pemeliharaan;
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Belanja Cetak/penggandaan;

Belanja Sewa Kantor Desa;

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;

Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu;

k. Belanja Perjalanan Dinas;

l. Belanja Upah Kerja;

m. Belanja Honorarium Narasumber/ahli;

n. Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
(PTPKD);

0. Belanja Operasinal Pemerintah Desa;

p. Belanja Operasional BPD;

q. Belanja Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Adat dan
kelompok lainnya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan
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kewenangan lokal desa;

r. Belanja Pemberian barang dan/ atau uang pada
masyarakat/kelompok masyarakat.

8. Belanja Jasa kantor;

t. Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis; dan

u. Belanja Jasa Pihak Ketiga;



(3)
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(5)

(6]

v. Belanja Honorarium Kegiatan

w. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);

x. Belanja Uang Sidang BPD;

y. Belanja Pengadaan Hewan Ternak/ Bibit;

z. Belanja Jasa Tenaga Ahli; dan

aa. Belanja Jasa Asuransi Kesehatan bagi Aparatur Pemerintahan Desa;
Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal desa
antara lain:

a. Pemeliharaan gedung;

Pemeliharaan Jembatan;

Pemeliharaan Jalan;

Pemeliharaan peralatan kantor;

Pemeliharaan perlengkapan kantor; dan

Pemeliharaan Lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa.
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Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain:

a. Sewa meja kursi;

b. Sewa tenda;

c. Sewa sound system;

d. Sewa generator;

e. Sewa proyektor; dan

f. Sewa Lainnya sesuai dengan Kewenangan Desa.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf i antara lain:

a. Pakaian Dinas Harian;

b. Pakaian Dinas Upacara bagi Kepala Desa

c. Pakaian Dinas Upacara Besar bagi Kepala Desa dan

d. Pakaian Dinas Lapangan.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf j, antara lain:

a. Pakaian adat istiadat; dan

b. Pakaian Batik Tenun Ciri Khas Daerah;

c. Pakaian Olah Raga.

d. Pakaian Kegiatan.
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(9)

(10}

(11}

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k,

antara lan:

a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan

b. Perjalanan dinas luar daerah.

Belanja Insentif Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Adat dan

kelompok lainnya sesuai dengan kewenangan hak asal-usul dan

kewenangan lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan

pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan

masyarat Desa.

Belanja Pemberian Barang/ uang pada masyarakat/kelompok

masyarakat sebagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf r, dilakukan

untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada

masyarakat/ kelompok masyarakat.

Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s,

antara lain:

a. Listrik;

b. Internet;

c. Telepon;

d. Pemeliharaan Rekening;

e. Petugas Kebersihan/ Keamanan;

f. Jasa/ Administrasi Rekening Bank;

g. Air; dan

h. Surat Kabar/Majalah.

i. Jasa Kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan perkantoran Desa,

Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, adalah untuk

penyelenggaraan atau pengiriman peserta, antara lain:

a. Kursus singkat;

b. Pelatihan ketrampilan;

c. Study Banding/ Orientasi Lapangan;

d. Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa: dan

e. Pendidikan dan Pelatihan.
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(13)

(14)

(15)

(16

(17)

. Kontribusi Kegiatan Pelatihan/ Kursus yang dilaksanakan oleh
Instansi/ Lembaga dan organisasi/ Kelompok Masyarakat yang diatur
dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Belanja Jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2 huruf u,

adalah untuk perorangan di luar aparatur pemerintahan desa, antara

lain:

Dokumentasi;

Dekorasi;

Promosi/ Penyiaran;

Konsultan;

Penasihat Hukum:

Tenaga Kebersihan;

Tenaga Keamanan,
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. Petugas Doa; dan
i. Tenaga Teknis Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
Desa.
Belanja Jasa Asuransi Keschatan bagi aparatur Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (aa) yang ditanggung adalah
Istri/ Suami dan anak maksimal 3 (tiga) orang sesuai dengan Kartu
Keluarga.
Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk sebagaimana yang dimaksud ayat (2) sampai ayat (12) maka
dapat ditambahkan apabila memenuhi ketentuan barang dan jasa.
Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD
dianggarkan berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam RAB.
Belanja operasional pemerintah desa sebesar B0% (tuwjuh puluh
perseratus) dari jumlah belanja 30% (tiga puluh perseratus) setelah
dikurangi belanja pegawai dan belanja Insentif RT/ RW dan Kepala Adat.
Belanja operasional BPD sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari
jumlah belanja 30% (tiga puluh perseratus) setelah dikurangi belanja
pegawai dan belanja insentif RT /| RW dan Kepala Adat.



5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3] huruf ¢,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan ba
rang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan.

(2] Pembelian/Pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Desa.

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

a. Belanja modal Komputer;

b. Belanja modal Meja dan Kursi (mebeulair);
c. Belanja modal Mesin Tik;

d. Belanja modal Peralatan Dapur;

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor;

Belanja modal Perlengkapan Kantor;

Belanja modal Tanah,;

Belanja modal Kontruksi Jalan;

Belanja modal Kontruksi Jembatan;

j. Belanja modal Jaringan Air;
k. Belanja modal Tanaman; dan
. Belanja modal lainnya.

(4) Belanja Modal Tanah sebagaimana ayat (3] huruf g dapat dilakukan
dengan Musyawarah Desa dengan melibatkan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa, dan BPD beserta pemilik tanah, dan ditetapkan Berita
Acara Musyawarah.
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6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam Keadaan Darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB),
pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia

ANEEATANNYA,



(2) Keadaan Darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan Luar Biasa secbagaimana dimaksud pada ayat (1) karena
KLB /wabah.

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam skala Kabupaten.

(6) Kepala Desa dapat menyatakan Keadaan Darurat dan/atau Keadaan
Luar Biasa dalam skala Desa dengan keputusan Kepala Desa setelah
berkoordinasi dengan Camat.

(7) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

{1) Penyaluran Dana khususnya ADD dan DD dilakukan secara bertahap
pada tahun berjalan dengan ketentuan:

a. Tahap [, pada bulan Maret sebesar 60% [enam puluh perseratus)
dar jumlah keseluruhan belanja desa.

b. Tahap Il paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh
perseratus) ) dan jumlah keseluruhan belanja desa;

(2) Penyaluran Dana khususnya Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan
Barat dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan
ketentuan:

a. Tahap I, pada bulan Juli dan/ atau sesuai ketersediaan dana pada
Pemerintah Daerah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari
jumlah keseluruhan belanja desa.

b. Tahap Il paling lambat bulan Oktober dan/ atau sesuai ketersediaan
dana pada Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh
perseratus) ) dari jumlah keseluruhan belanja desa;



{3) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2
dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

(4) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tergantung pada
ketersediaan dana Pemerintah Daerah.

(5) Pencairan tahap berikutnya dapat dibayarkan apabila realisasi

keuangan minimal 50% dari dana yang diterima tahap sebelumnya.
(6) Untuk Penyaluran Dana Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Desa menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

a,

b
c.
d

Perdes RPIMDes dan/ atau Perdes Perubahan RPJMDes;

. Perdes RKPDes dan/atau Perdes Perubahan RKPDes;

Perdes APBDes tahun berjalan;

Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa, apabila
terdapat perubahan; dan

Fotocopy halaman depan buku rekening, apabila terdapat
perubahan

(7) Penyaluran dana tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Desa menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

a.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang
ditandatangani oleh Kepala Desa ;

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama untuk
penyaluran Tahap Il minimal 50%;

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap | untuk penyaluran
Tahap Il minimal realisasi 50% ;

d. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban APB Desa lengkap ;

Fotocopy Transaksi Rekening sampai dengan kondisi terakhir ;
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (apabila terdapat
perubahan) dalam bentuk hardcopy maupun softcopy format

microsoft excel).

(8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢ dan ayat (7)
huruf { harus disampaikan kepada Kepala BPMPD, Kepala Bagian
Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah.



(9) Persyaratan sebagaimana pada ayat (6) dan (7) harus disampaikan
kepada Camat untuk mendapatkan surat Pengantar yang akan
diteruskan kepada Kepala BPMFPD.

(10) Camat meneruskan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6]
dan ayat (7) huruf b, ¢ dan f dengan surat Pengantar Camat.

(11) Pengusulan Pencairan Dana Tahap | diajukan oleh Kepala BPMPD
kepada Sekretaris Daerah selaku PPKD dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf ¢, huruf d dan
huruf e.

(12) Pengusulan Pencairan Dana Tahap Il diajukan oleh Kepala BFMPD
kepada Sekretaris Daerah selaku PPKD dengan melengkapi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) huruf b, ¢ dan f.

(13) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan
dalam dua tahap dan dapat diajukan bersamaan dengan Penyaluran
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

(14) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat disalurkan dalam dua tahap dan dapat diajukan bersamaan
dengan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

{15) Mekanisme pengajuan dan pencairan dana sebagaimana SOP terlampir.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbuny1 sebagai benkut :

Bagian Keempat
Pelaporan
(1) Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Camat berupa:
a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa :
a. laporan realisasi pelaksanaan APBdesa semester pertama; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap pertama.
(3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa :
c. laporan realisasi pelaksanaan APBdesa semester akhir tahun; dan



d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap kedua.

(4) Laporan realisas: pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf a disampaikan paling lambat pada akhir
bulan Juli tahun berjalan.

(5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lambat pada akhir
bulan Januari tahun berikutnya.

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat pada minggu
kedua bulan Juli tahun berjalan.

(7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat pada minggu
kedua bulan Februari tahun berikutnya.

(8) Mekanisme pelaporan sebagaimana SOP terlampir.

. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penunjukan Bendahara Desa
Pasal 48

(1) Bendahara Desa ditunjuk oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) tahun
anggaran.

(2) Penunjukan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

(3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari

unsur staf sekretariat desa vang membidangi urusan administrasi
keuangan.
Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bendahara Desa dapat ditunjuk dari unsur pelaksana teknis yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



10,

Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriut :

Pasal 50

(1) Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala

Desa dan Bendahara Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan

pendanaan kegiatan.

(2) Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari

Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Setiap  pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat

11.

(1]

(2)

(3]

(4]

12,

13.

persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran
vang sah untuk dipertanggungjawabkan.

Ketentuan Pasal 56, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56
Terhadap pihak wvang terbukti melakukan penyimpangan danjatau
penyelewengan dalam mengelola dan menggunakan keuangan Desa
dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal pengelola keuangan Desa tidak dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Desa karena tindak
pribadi, maka penyelesaiannya dibebankan pada yang bersangkutan.
Sanksi terhadap Silpa Dana Desa yang melebiln 30% mengacu
ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku
Terhadap Silpa melebihi 30% yang berasal dan Dana Transfer dikenakan
Sanksi administratif berupa penundaan dan pemotongan dana transfer.

Ketentuan dalam Lampiran [I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Ketentuan dalam Lampiran II1 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran Il Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI SAMBAS,
ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Samhbas

Pada tanggal 25 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan Sesual Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN PERLYNDANG-UND N

MARIANIS
mbina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003
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